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KATA PENGANTAR
PEMILU SERENTAK VERSI MK JUSTRU MEREPOTKAN

Didik Supriyanto*

Pemilihan umum atau pemilu adalah peristiwa politik yang
kompleks. Kompleksitas itu tercermin dari jumlah jabatan
yang dipilih, sistem pemilihan yang digunakan, dan manajemen
pelaksanaan tahapan. Dalam konteks Indonesia masalahnya
menjadi lebih rumit: pertama, jumlah pemilih yang 186 juta tersebar
di wilayah geografis yang bebeda-beda sehingga volume dan varian
pekerjaan membesar; kedua, penyelenggara terdiri dari tiga lembaga
sehingga kompetisi tidak hanya terjadi antarpeserta pemilu tetapi
juga anatarpenyelenggara pemilu; dan ketiga, jalur penyelesaian
hukum panjang dan berbelit sehingga apapun yang diputuskan
selalu menimbulkan ketidakpuasan.

Kompleksitas pemilu di Indonesia memang tak terhindarkan.
Negara ini menggunakan sistem pemerintahan presidensial,
sehingga tidak hanya membutuhkan pemilu parlemen nasional
tetapi juga pemilu presiden. Hal ini berbeda dengan negara-
negara penganut sistem pemerintahan parlementer di mana hanya
membutuhkan satu kali pemilu, yakni pemilu parlemen, selanjutnya
parlemen hasil pemilu itu yang akan menunjuk perdana menteri dan
kabinet. Kompleksitas pemilu di Indonesia merambah ke provinsi
dan kabupaten/kota, karena sistem pemerintahan presidensial
diduplikasi di provinsi dan kabupaten/kota. Akibatnya di tingkat
lokal tidak hanya digelar pemilu parlemen lokal tetapijuga pemilihan
atau pemilu kepala daerah (pilkada).

Pasca Perubahan UUD 1945 sepertinya hanya ada tiga pemiluy,
yaitu pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada. Namun
sesungguhnya dalam kurun lima tahun bisa digelar tujuh pemilu:
pemilu legislatif, pemilu presiden putaran pertama, pemilu presiden
putaran kedua, pemilu gubernur putaran pertama, pemilu gubernur

Ketua Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
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putaran kedua, pemilu bupati/walikota putaran pertama, dan
pemilu bupati/walikota putaran kedua. Situasi ini tidak hanya
membuat pemilih bosan, tetapi partai politik dan politisi juka
kehilangan banyak waktu untuk mengurus rakyat dan konstituen.
Penyelenggaraan pemilu yang berkali-kali tidak hanya menjadikan
danayangditanggungnegaraberlipat-lipat, tetapi juga menyebabkan
politik biaya tinggi yang harus ditanggung politisi. Yang terakhir ini
melatari banyak pejabat publik terlibat korupsi.

Oleh karena itu, setelah Pemilu 2004, yang terdiri dari pemilu
legislatif, pemilu presiden putaran pertama, dan pemilu presiden
putaran kedua, lalu diikuti gelombang pertama pilkada sepanjang
2005-2008, muncul gagasan untuk menyelenggarakan pemilu
serentak. Maksudnya adalah untuk menyederhanakan atau
mengurangi jumlah penyelenggaraan pemilu dalam kurun lima
tahun. Dalam pengertian ini pemilu serentak sesunggunnya bukan
hal baru. Pemilu legislatif sendiri sesungguhnya pemilu serentak
untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/
kota. Karena itu logis saja jika Wakil Presiden Jusuf Kalla saat itu
mengajukan gagasan untuk menyatukan pilkada yang berserakan
sepanjang empat tahun menjadi satu dengan pemilu presiden,
menjadi pemilu eksekutif.

Penyederhanaan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif tentu
saja dapat menghemat banyak biaya, jika memang itu yang jadi
tujuan utamanya. Namun gagasan Jusuf Kalla tersebut tidak banyak
dieksplorasi oleh politisi, akademisi dan aktivis pemantau pemilu,
karena gagasan tersebut tidak menyentuh pemilu legislatif. Padahal
sumber kompleksitas pemilu justru terletak di pemilu legislatif.
Pemilu yang memilih empat jabatan parlemen nasional dan lokal
ini mengharuskan KPU mencetak 760 juta lembar surat suara
dengan 2.192 varian. Untuk memilih empat jabatan parlemen,
dengan 12 partai seorang pemilih harus menghadapi 150 sampai
450 calon. Inilah pemilu paling kompleks di dunia, yang menjadikan
penyelenggara kewalahan dan pemilih kebingungan.

Pada akhir 2011, saat pembahasan RUU Pemilu DPR, DPD,
dan DPRD, yang dipersiapkan untuk penyelenggaraan Pemilu
2014, Pansus DPR sepakat untuk menyederhanakan waktu
penyelenggaraan pemilu menjadi pemilu nasional dan pemilu
daerah. Pemilu nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, serta
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presiden dan wakil presiden; sedang pemilu daerah untuk memilih
anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, gubernur dan wakil
gubernur, serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota.
Namun gagasan itu tidak bisa mereka wujudkan, karena mandat
mereka adalah menyusun RUU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD,
bukan menyusun undang-undang pemilu secara keseluruhan. Oleh
karena itu, Pansus DPR merekomandasikan agar pasca Pemilu
2014 dirancang satu undang-undang pemilu yang utuh agar dapat
mengatur waktu penyelenggaraan pemilu menuju pemilu nasional
dan pemilu daerah.

Namun pemerintah punya agenda sendiri. Mendagri bertekad
memecah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (UU No. 32/2004) menjadi tiga undang-
undang, yaitu undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang
pemerintahan desa, dan undang-undang pilkada. Bisa dipahami
jika Kemendagri tak menyambut rekomendasi Pansus DPR untuk
menyatukan pengaturan pilkada dalam satu undang-undang
pemilu bersama pemilu legislatif dan pemilu presiden. Sudah sejak
pembahasan RUU Pemerintah Daerah (yang kemudian menjadi UU
No. 32/2004) Kemedagri menempatkan pilkada sebagai bagian dari
otonomi daerah, bukan bagian dari pemilu. Sejumlah ahli hukum tata
negara menyebutkan, pilkada sebagai rezim otonomi daerah, bukan
rezim pemilu. Mereka menutup mata bahwa anggota DPRD yang
dimasukkan sebagai rezim pemilu juga bagian dari otonomi daerah.

Secara formal memang tidak mudah menempatkan pemilihan
kepala daerah sebagai pemilu. Sebab Pasal 22E UUD 1945
menyebutkan, yang dimaksud pemilu adalah pemilu anggota DPR,
DPD, DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden. Sedangkan
Pasal 18 yangmengaturotonomidaerahmenyatakanbahwagubernur
dan bupati/walikota dipilih secara demokratis. Oleh karena UU No.
32/2004 tidak menggunakan istilah “pemilu” untuk memilih kepala
daerah, melainkan “pemilihan”. Namun melalui Putusan MK No. 072-
072/PUU-11/2004, MK menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah
adalah pemilu sehingga penyelenggaraannya menjadi wewenang
KPU dan jika terjadi sengketa hasil, MK yang menyelesaikannya.
Sejak keluarnya putusan pada 21 Maret 2005 itu, MK menggunakan
istilah “pemilukada” dalam putusan-putusannya, sementara di
masyarakat istilah “pilkada” berarti juga pemilu kepala daerah.
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Substansi putusan MK inilah yang menjiwai lahirnya Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum (UU No. 22/2007) yang di dalamnya menegaskan bahwa
pilkada adalah bagain dari pemilu dan menjadi tugas dan wewenang
KPU untuk menyelenggarakannya. Sejak itu perdebatan apakah
pilkada itu pemilu atau tidak berhenti dengan sendirinya. Namun
sampai sejauh itu, DPR dan pemerintah belum mau menyatukan
undang-undang pemilu ke dalam satu naskah. Pemerintah SBY-
Boediono malah berkeras membuat undang-undang pilkada
tersendiri dengan misi menyatukan penyelenggaraan pilkada dalam
satu waktu yang sama, yang kemudian disebut pilkada serentak.
Tujuannya adalah menghemat anggaran.

Di sisi lain, MK yang kewalahan mengadili sengketa hasil
pilkada, melalui Putusan MK No. 97/PUU-X1/2013 menolak untuk
melanjutkan tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa hasil
pilkada. MK generasi ketiga merevisi Putusan MK No. 072-073/
PUU-1I/2004 yang dihasilkan MK generasi pertama. Mereka
menyatakan bahwa pilkada bukan rezim pemilu, tetapi rezim
otonomi daerah. Putusan yang keluar pada 19 Mei 2014 tersebut
sejalan dengan putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan
bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif yang terpisah dari pemilu
presiden, tidak konstitusional. Oleh karena itu, MK memerintahkan
agar Pemilu 2019 nanti menjadi pemilu serentak, yakni pemilu
legislatif dan pemilu presiden diselenggarakan dalam waktu yang
bersamaan. Sedangkan penyelenggaraan pilkada silakan diatur
dan diselenggarakan di luar kedua pemilu tersebut. Dua putusan
MK tersebut tentu saja membuyarkan gagasan pemilu nasional dan
pemilu daerah.

Dengan  demikian  hasrat untuk  menyederhanakan
penyelenggaraan pemilu musnah. Yang terjadi justru sebaliknya,
pemilu serentak legislatif dan presiden, akan menambah kompleks
penyelenggaraan. Sebab, pemilu legislatif yang dikenal pemilu paling
kompleks di dunia justru ditambah lagi dengan pemilu presiden dan
wakil presiden. Singkatnya, Pemilu 2019 nanti pemilih akan memilih
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta
presiden dan wakil presiden. Setiap pemilih akan mendapatkan lima
surat suara, dan setelah memilih surat suara tersebut dimasukkan
ke lima kotak suara. Inilah pemilu borongan yang terjadi setiap
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lima tahun sekali. Di sela-selanya terdapat pilkada serentak untuk
memilih gubernur dan bupati/walikota.

Di sinilah pentingya P3DI Sekretariat Jenderal DPR melakukan
penelitian ini. Buku ini menyajikan empat laporan penelitian
yang dilakukan oleh empat peneliti P3DI. Penelitian pertama
mengkaji pengaruh pemilu serentak terhadap penguatan sistem
pemerintahan presidensial; penelitian kedua dan ketiga menjajaki
kesiapan penyelenggara pemilu serentak; dan penelitian keempat
mengkaji kesiapan masyarakat dalam menghadapi pemilu serentak.

Hasil penelitian ini penting bagi pembuat undang-undang.
Sebab, dalam menyambut penyelenggaraan Pemilu 2019, mau
tidak mau DPR dan pemerintah harus menyatukan Undang-undang
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden (UU No. 42/2008) dan Undang-undang Nomor 8
Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Derah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (UU No. 8/2012) dalam satu naskah. Tentu tidak logis
pemilu serentak tapi undang-undangnya berbeda. Apalagi Pemilu
2014 menunjukkan banyak standar pelaksanaan pemilu yang tidak
sama sehingga menimbulkan berbagai masalah pengaturan dan
pelaksanaan di lapangan, yang kemudian berujung dalam gugatan
sengketa hasil pemilu presiden di MK. Hasil penelitain ini berharga
untuk memberi masukan dalam menyusun undang-undang pemilu
serentak tersebut.

Pertama, laporan penelitian ini menunjukkan, dalam
pelaksanaan Pemilu 2014, KPU dan jajarannya mengalami kesulitan
dalam pengadaan dan distribusi suratsuara, khususnyauntuk pemilu
legislatif. Hal ini antara lain ditandai oleh adanya surat suara belum
tiba di TPS pada hari H, surat suara rusak, surat suara tertukar, surat
suara salah cetak, dll. Ini tidak hanya terjadi di Papua tetapi juga
merata di provinsi-provinsi lain. Jika dalam pemilu legislatif saja,
KPU dan jajarannya mengalami banyak masalah dalam pengadaan
dan pendistirbusian empat surat suara (DPR, DPD, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota), tentu kondisnya akan bertamah berat
jika harus ditambah dengan satu surat suara lagi, yakni surat suara
pemilu presiden dan wakil presiden. Penelitian inijuga menunjukkan,
dalam proses penghitungan suara pemilu legislatif, ternyata banyak
kesalahan. Ini bukan semata faktor kesengajaan, tetapi juga faktor
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kerumitan mengisi formulir dan kelelahan fisik petugas. Jika
dalam pemilu legislatif saja banyak masalah penghitungan suara,
bagaimana dengan pemilu legislatif dan presiden nanti.

Kedua, laporan penelitian ini menunjukkan, penanganan
kasus-kasus pelanggaran pemilu tidak efektif. Kasus tindak pidana
pemilu tidak bisa diselesaikan sampai tuntas karena perbedaan
pandangan antara pengawas pemilu dengan kepolisian. Pada titik
ini tidak jelas siapa yang harus bertanggugjawab karena masing-
masing saling menyalahkan. Padahal kalau kasus tindak pidana
pemilu langsung diserahkan ke kepolisian, maka lembaga ini bisa
dimintai pertanggungjawaban penuh jika tidak bisa menjalankan
tugasnya dengan baik. Dalam penyelesaian sengketa administrasi
atau sengketa tata usaha negara pemilu juga berkepanjangan.
Pengawas diberi kewenangan, namun putusannya bisa digugat
kembali ke pengadilan tata usaha negara. Jika memang demikian,
bukankah lebih efektif dan efesien jika gugatan sengketa
administrasi langsung ke pengadilan tata usaha negara? Di sinilah
undang-undang pemilu nanti perlu mengatur kembali kelembagaan
penyelenggara guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan
mekanisme penyelesaian yang berkepanjangan. Apakah undang-
undang penyelenggara pemilu disatupadukan ke dalam undang-
undang pemilu, atau tetap dipisahkan seperti sekarang ini, perlu
dieksplorasi lebih jauh.

Ketiga, laporan penelitian ini menunjukkan kecenderungan
partisipasi masyarakat dalam pemilu terus turun dari pemilu
ke pemilu. Bahkan dalam pilkada banyak daerah yang angka
partisipasinya di bawah 50%. Pemilu serentak berpotensi menaikkan
jumlah partisipan, karena tampilnya calon presiden bisa membawa
pemilih ke TPS dan mau tidak mau juga harus memilih calon-calon
anggota legislatif. Masalahnya jika yang terjadi sebaliknya, manakala
tidak ada calon presiden yang menarik, maka pemilih enggan
ke TPS dan itu berarti juga enggan memilih calon-calon anggota
legislatif. Turunnya partisipasi pemilih tidak hanya dilihat dari
jumlah pemilih yang datang ke TPS, tetapi juga keaktifan mereka
dalam melaporkan adanya pelanggaran. Jika laporan pengawasan
pemilu diperhatikan, dari pemilu ke pemilu jumlah pemilih yang
melaporkan adanya pelanggaran terus berkurang. Tentu saja ini
sinyal buruk bagi demokrasi yang menuntut keaktifan rakyat dalam
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berpolitik. Apalagi jika dikaitkan dengan jumlah pemantau pemilu
yang semakin mengecil jumlahnya. Itu pun kebanyakan berkantor
di Jakarta, sehingga pilkada nyaris tidak terpantau.

Keempat, jika tiga penelitian menunjukkan adanya
permasalahan dalam proses penyelenggaraan pemilu yang dialami
oleh penyelenggara, pengawas, dan pemilih, maka satu penelitian
mencoba mengkaji hasil pemilu serentak legislatif dan presiden.
Hasil pemilu serentak ini adalah anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,
DPRD kabupaten/kota serta presiden dan wakil presiden terpilih.
Pertanyaannya, apakah hasil pemilu serentak ini akan berpengaruh
positif terhadap penguatan sistem pemerintahan presidensial, yang
memang menjadi cita-cita para perancang konstitusi?

Pada tingkat nasional, sangat mungkin hal itu terjadi. Sebab
pemilu serentak parlemen nasional dan presiden memberi dua efek
sekaligus: pertama koalisi dini, karena partai-partai politik dipaksa
untuk berkoalisilebih awal agar solid demi memenangkan kompetisi;
kedua, adanya coattile effect di mana keterpilihan presiden akan
mempengaruhi keterpilihan parlemen nasional. Dengan kata lain,
pemilu serentak akan menciptakan blok politik pasca pemilu, karena
presiden terpilih akan mendapat dukungan mayoritas parlemen,
sehingga partai atau koalisi partai yang kalah mau tidak mau harus
menjadi oposisi. Dukungan mayoritas parlemen inilah yang akan
memudahkan dalam pengambilan keputusan karena presiden tidak
lagi terlibat banyak perdebatan dan politik transaksional dengan
parlemen. Sebaliknya oposisi akan berkeras mengkritisi pemerintah,
sebab jika kinerjanya buruk mereka akan gagal lagi bersaing dalam
pemilu berikutnya.

Namun pada tingkat lokal, di provinsi dan kabupten/kota,
masalahnya akan berbeda. Konstelasi politik yang dihasilkan oleh
pemilu legislatif dan pemilu presiden, belum tentu sejalan dengan
hasil pilkada yang diselenggarakan beberapa tahun sesudahnya.
Blok politik tidak terbentuk karena pragmatisme politik lokal
cenderung tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan politik nasional.
Akibatnya, politik transaksional tetap menjadi pelumas bagi
berlangsungnya pemerintahan daerah. Pada titik ini korupsi tetap
terpelihara. Padahal pada saat yang sama gubernur dan bupati/
walikota yang tidak separtai atau sekoalisi dengan presiden, juga
menjadikan tidak lancarnya implementasi kebijakan nasional di
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daerah, atau sebaliknya kebijakan daerah tidak mendapat dukungan
pemerintahan nasional. Pada sisi inilah MK tidak melihat pentingnya
pemilu nasional dan pemilu daerah dalam membangun sistem
pemerintahan presidensial yang efektif di tingkat nasional dan
daerah, sebagaimana dicita-citakan perumus konstitusi.

Mungkin hakim konstitusi benar jika original intent konstitusi
menghendaki adaanya pemilu legislatif dan pemilu presiden menjadi
satu kali penyelenggaraan. Namun terdapat dua hal yang tidak
pernah dipikirkan oleh hakim konstitusi saat membuat kepetusan
menyatukan pemilu legislatif dengan pemilu presiden: pertama,
para pembuat konsitusi saat itu belum memikirkan atau belum
memastikan bahwa kepala daerah dipilih secara langsung sehingga
yang disebut pemilu hanya pemilu legislatif dan pemilu presiden;
kedua, para hakim konstitusi tidak menduga bahwa sistem pemilu
legisaltif daftar tertutup akan berubah menjadi daftar terbuka
sehingga pemilih akan menghadapi banyak calon saat di bilik
suara sehingga mereka mengalamai kesulitan atau kebingungan
dalam memilih calon. Pada titik inilah hakim konstitusi mestinya
menafsirkan konstitusi secara progresif sesuai dengan prinsip
kedaulatan rakyat, bukan sekadar mengacu pada original intent
yang memang saat itu belum terpikirkan oleh pembuat konstitusi.
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PROLOG

Pasal 22E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa:

1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden
dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah adalah partai politik.

4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan
umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan
undang-undang.

Dengan Kketentuan tersebut, tersirat dan tersurat bahwa
Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan untuk memilih para
pemimpin bangsa baik di lembaga eksekutif maupun lembaga
legislatif atau perwakilan. Secara spesifik, ayat (2) di atas
menyebutkan pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR,
DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Artinya, pemilu itu
menjadi instrumen bagi Negara ini untuk melakukan sirkulasi elit
dalam rangka kesinambungan berbangsa dan bernegara. Pilihannya
adalah sistem demokrasi sehingga semua warga negara memiliki
andil dan peluang untuk menentukan siapa yang akan menjadi
pemimpinnya melalui penyelenggaraan pemilu yang langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tiap lima tahun sekali.

Hingga pemilu 2014, sejak era reformasi yang dimulai tahun
1998 lalu, Indonesia sudah menyelenggarakan 4 (empat) kali

Prolog xiii



Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

pemilu yaitu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014 lalu. Dan sejak tahun
2004, untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu presiden
dan wakil presiden secara langsung sesuai amanat Pasal 6A UUD
1945 terutama ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Presiden dan
Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh
rakyat”. Adapun waktu penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil
presiden dilaksanakan 3 (tiga) bulan setelah penyelenggaraan
pemilu untuk memilih anggota DPR yaitu bulan April adalah
waktu penyelenggaraan pemilu DPR dan bulan Juli adalah waktu
penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden putaran
pertama (dan putaran kedua pada September jika diperlukan
dan hingga saat ini hanya terjadi tahun 2004). Asumsinya karena
dasar pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden
yang dilakukan partai politik atau gabungan partai politik adalah
partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Dalam
ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilu presiden
(tahun 2003 dan 2008) adalah partai politik yang ikut pada pemilu
DPR dengan mensyaratkan perolehan suara atau kursi, sehingga
penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan
setelah pelaksanaan pemilu DPR.

Padaperkembanganberikuttepatnyasaatmembahas perubahan
UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
muncul gagasan untuk menyerentakkan penyelenggaraan pemilu
DPR dan pemilu presiden dan wakil presiden. Alasannya selain
efisiensi juga akan membawa dampak ikutan terhadap preferensi
pemilih (coattail effect) dalam memilih parpol maupun figur calon
presiden dan wakil presiden. Namun gagasan tersebut belum
bisa diwujudkan karena alasan teknis dan politis. Masih terdapat
perbedaan pandangan antar fraksi yang ada dalam melihat persoalan
ini berdasarkan sudut pandang kepentingannya masing-masing.
Namun secara umum gagasan tersebut memberikan inspirasi dan
kesamaan pandangan bahwa hal itu diperlukan dalam upaya menata
penyelenggaraan pemilu ke depan.

Sebenarnya, menurut para perumus perubahan UUD 1945
di Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR tahun 1999-2002 yang
dikemukakan dalam berbagai forum termasuk saat Rapat Dengar
Pendapat Umum dengan Panitia Khusus RUU Pemilu di DPR bahwa
ide atau gagasan yang terkandung dalam rumusan Pasal 22E
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terutama ayat (2) adalah pemilu serentak atau disebutkan ada 5
(lima) kotak dalam satu waktu yaitu kotak untuk anggota DPR, kotak
untuk anggota DPD, kotak untuk presiden dan wakil presiden, kotak
untuk anggota DPRD provinsi, serta kotak untuk DPRD kabupaten/
kota. Hal itu sudah diperdebatkan dalam proses perumusannya
sebagai original intent meskipun secara harfiah dalam ketentuan
UUD 1945 tidak disebutkan kewajiban untuk itu (serentak).

Kesadaran untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pemilu terus tumbuh di kalangan para perumus kebijakan baik di
eksekutif maupun legislatif. Hal itu ditandai dengan semakin intennya
pembicaraan dan diskusi tentang bagaimana upaya meningkatkan
kualitas penyelenggaraan pemilu baik dari sisi penyelenggaranya
(KPU dan jajarannya serta pengawas), eksekutifnya (Kemendagri
dan jajarannya), partai politiknya sebagai peserta pemilu, organisasi
masyarakat non pemerintah, serta warga masyarakat itu sendiri.
Kebutuhan akan pemilu yang berkualitas berkorelasi dengan
penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien, selain perlunya
penguatan dan perbaikan sistem pemilu yang dikaitkan dengan
sistem presidensiil sebagaimana yang berlaku di Indonesia, waktu
penyelenggaraannya pun penting untuk perhatikan. Gagasan untuk
menyerentakkan duapemiluiniakhirnya diuji di Mahkamah Konstitusi
dengan hasil melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 14/PUU-
X1/2013 tentang Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Negara RI Tahun 1945
yang mengabulkan sebagian yaitu dengan putusan bahwa Pasal 3 ayat
(5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan tersebut berlaku
pada tahun 2019. Artinya bahwa ketentuan UU No. 42 Tahun 2008
tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang menyebutkan
bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden diselenggarakan
setelah pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD
dianggap Mahkamah bertentangan dengan konstitusi, sehingga pada
pemilu 2019 harus diselenggarakan serentak atau bersamaan dengan
pemilihan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD.
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Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka
pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 mendatang harus sudah
diselenggarakan serentak dan berarti akan mengubah UU yang ada
yaitu UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan
DPRD serta UU No. 42 Tahun1008 tentang Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden dan bahkan mungkin perlu dilakukan penyesuaian
juga terhadap UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
Oleh karena itu dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
tahun 2015-2019 terdapat RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu
yang masuk dalam daftar dan sudah selayaknya masuk dalam daftar
prioritas setidaknya tahun 2016 sehingga tahun 2017 sudah selesai
dan dapat dijadikan pijakan yuridis bagi rencana penyelenggaraan
pemilu tahun 2019 dan tidak ada lagi alasan mepetnya waktu untuk
persiapan bagi penyelenggara pemilu.

Dalam konteks inilah buku ini hadir yang bermula dari penelitian
kelompok bidang Politik Dalam Negeri tahun 2014 dengan tema
Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Terdapat 4
(empat) tulisan yang tersaji dalam buku ini yang merupakan anggota
Tim Penelitian. Masing-masing adalah tulisan saudara Indra Pahlevi
yang mengambil judul sama dengan tema penelitian kelompok yang
fokus kepada kesesuaian (kompatibilitas) antara penyelenggaraan
pemilu serentak beserta berbagai dampak ikutannya dan sistem
presidensiil yang menjadi pilihan sistem pemerintahan di Indonesia.

Tulisan berikutnya disampaikan oleh saudara Prayudi yang
menyoroti kelembagaan pengawas. Dalam kajiannya Prayudi
menilai masih banyaknya permasalahan di seputar pengawasan
pemilu baik kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, maupun
kewenangannya yang berdampak kepada kualitas pemilu itu sendiri.
Oleh Kkarena itu ketika penyelenggaraan pemilu dilaksanakan
serentak, maka pengawasan pemilu harus lebih baik dari segala
aspek.

Tulisan ketiga disampaikan oleh Riris Katharina membahas
tentang Relasi Kerja KPU di Daerah dengan Pemerintah Daerah dalam
Penyelenggaraan Pemilu Serentak. Berdasarkan pengalaman selama
ini, Pemerintah daerah biasanya memberikan bantuan personil
serta anggaran yang berbentuk hibah termasuk meminjamkan
gedung atau ruangan untuk dijadikan kantor. Padahal sebagai
lembaga hierarkis KPU dan Bawaslu sudah seharusnya memiliki
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jaringan hierarkis baik personil dan termasuk gedung sebagai
tempat berkantornya lembaga tersebut. Dengan penyelenggaraan
pemilu serentak tahun 2019, maka hal itu harus menjadi perhatian
bagi para stakeholders baik pusat maupun daerah.

Tulisan terakhir adalah tulisan saudari Dewi Sendhikasari yang
menyoroti tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pemilu. Dewi menyoroti bahwa salah satu permasalahan yang
perlu diperhatikan yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pemilu. Selama ini tingkat partisipasi masyarakat
dalam pemilu di Indonesia cenderung mengalami penurunan.
Banyaknya golput dapat dilihat bahwa semakin modern tingkat
berpikir masyarakat saat ini untuk memilih menggunakan haknya
atau tidak dalam pemilu. Ke depan penyelenggaraan pemilu yang
efektif dan efisien dan penataan ulang sistem pemilihan di Indonesia
dengan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan terkait
pemilu. Dengan demikian akan dihasilkan produk hukum yang
sinergis dan tercipta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
pemilu di Indonesia.

Dari keempat tulisan di atas terangkum sebuah pemikiran
bagaimana kondisi yang harus diantisipasi dalam penyelenggaraan
pemilu serentak tersebut mulai dari perangkat yuridisnya, tahapan-
tahapan yang harus dilalui, keterlibatan berbagai stakeholders baik
pusat maupun daerah serta partisipasi masyarakatnya. Dengan
demikian tercipta sebuah harmoni yang tujuan utamanya dapat
terselenggaranya pemilu serentak dengan baik, aman, lancar
berdasarkan asas-asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil dan akan berdampak kepada kemajuan masyarakat
dan bangsa ini ke depan. Semoga.
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Setelah membaca buku singkat ini, tergambar bahwa pilihan
untuk menyelenggarakan pemilu serentak (concurrent election)
antara pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta
Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden di Indonesia
merupakan sesuatu yang tidak mudah dilaksanakan. Terdapat
banyak persoalan baik secara konsepsi maupun tataran operasional.

Dalam tataran konsepsi, penyelenggaraan pemilu serentak
sangat terkait dengan praktik sistem pemerintahan presidensiil
sebagaimana yang dianut Indonesia. Membahas dan mengatur
tentang pemilu serentak akan berkaitan dengan pembahasan
sistem pemilu (baik pemilu legislatif maupun presiden) dan sistem
kepartaian. Oleh karena itu penyelenggaraannya harus benar-benar
padu secara konsep sehingga tidak menimbulkan kekacauan konsep
meskipun setiap negara memiliki praktik yang berbeda satu sama
lain.

Persoalan berikut adalah model keserentakannya apakah
seperti Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu menggabung pemilu
legislatif serta presiden dan wakil presiden ataukah model lain
seperti serentak tingkat nasional (DPR, DPD, serta presiden dan
wakil presiden) dan lokal (DPRD dan kepala daerah). Meskipun
kecenderungannya adalah model pertama yang dipilih. Tetapi setiap
pilihan memang memiliki konsekuensi masing-masing yang harus
diterima.

Dalam tataran operasional, penyelenggaraan pemilu serentak
sangat terkait dengan kesiapan penyelenggara terutama Komisi
Pemilihan Umum (KPU) termasuk kelembagaan pengawas. Begitu
juga peran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, serta
kesiapan masyarakatnya. Terkait dengan kesiapan penyelenggara
tentu tidak hanya siap menjalankan peraturan perundang-undangan
tetapi juga menyusun peraturan pelaksananya dengan baik serta
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menyusun roadmap dan melakukan mapping atas berbagai tahapan
disertai potensi masalahnya serta solusi setiap masalah. Begitu juga
terhadap kelembagaan pengawas yang selama ini selalu menjadi
persoalan serius antara penguatan dan pembubaran. Permasalahan
yang masih mendera terkait pengawasan pemilu meliputi
aspek kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, maupun
kewenangannya yang berdampak kepada kualitas pemilu itu sendiri.
Oleh karena itu pada saat penyelenggaraan pemilu serentak tahun
2019, berbagai permasalahan tersebut harus sudah diperbaiki.

Terkait peran pemerintah terutama pemerintah daerah
dalam penyelenggaraan pemilu serentak, masih sering dijumpai
permasalahan yang sifatnya teknis administratif dan anggaran
yang justru berpotensi “mengganggu” penyelenggaraan pemilu
serentak. Karena keterbatasan kemampuan penyelenggara, maka
pemerintah daerah memberikan “bantuan” berupa personil, sarana
dan prasarana, serta terkadang anggaran yang dibungkus dalam
bentuk hibah dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Sebagai lembaga
hierarkis KPU dan Bawaslu harus memiliki dana, personil, dan
kemampuan yang cukup ketika menyelenggarakan hajatan nasional
pemilu serentak sehingga tidak mengganggu berbagai tahapan dan
kegiatan di lapangan.

Hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah kesiapan
masyarakat sebagai pemilik hak suara dalam pemilu. Kesiapan
yang dimaksud adalah kesadaran politik yang lebih baik serta
tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.
Jika dikatakan bahwa masyarakat sekarang sudah pintar tetapi
dimaknai bahwa siapa saja yang memberikan iming-iming akan
diterima tetapi ketika memilih adalah urusan pribadi, harus diubah
bahwa kesadaran politik itu benar-benar dimulai sejak awal tahapan
pemilihan hingga akhir pada saat memilih bahwa tidak ada istilah
menolerir money politic dalam bentuk apapun. Kesadaran untuk
memilih lebih didasarkan kepada perhitungan apakah sang calon
atau partai politik tersebut benar-benar mampu membawa aspirasi
dan amanah atau sebaliknya. Selanjutnya jika banyak hal yang tidak
ditepati oleh para pemimpin, maka hukumannya adalah pada pemilu
berikutnya.

Dengan demikian apa yang menjadi permasalahan serta
bagaimana solusinya kiranya dapat menjadi perhatian oleh para
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pemegang mandat rakyat dalam menyusun peraturan perundang-
undangan. Instrumen awal yang harus disusun adalah undang-
undang tentang penyelenggaraan pemilu yang saat ini (tulisan ini
dibuat) masih tersebar dalam beberapa undang-undang. Semoga
apa yang tersaji dalam buku sederhana ini bermanfaat dan menjadi
masukan bagi pemegang mandat rakyat agar tercipta sistem
demokrasiyangbaik dan bermanfaatbagirakyat secara keseluruhan.
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